
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSJ LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR '.2) TAHUN 2019 

TENTANG 

PENERIMAAN PESERTA DTDTK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, 
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta cliclik baru 
Ta.man l<anak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Perta:ma harus clilakukan secara efektif, 
objeklif, ak.untabel, transparan dan tidak diskriminatif 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendldikan dan sumberdaya manusia sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertirnba:ngan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Ta.man Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pen<iidikao Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 38, Tambahan 
LembarAn Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Penclidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 J , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembarai1 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 te:ntang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan 
PemeiinLahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
l11donesia Tahun 2017 Nomor 73, Ta.mbahan Lembara.'1 
Negara Republik lndonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 
Menengah Kejuruan; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTlJS.KAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTJ\ 
DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 

BAB ! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l . Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 
4 . Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat; 
5 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat; 



6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selaajutnya disingkat PPDB adalah 
penerimaan peserta did.ik baru pada Taman Kanak•Kanak dan Sekolah; 

7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama: 
8 . 'T'aman Kanal<-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu 

bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal; 
9. Seko:Jah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk 

satuan Pendidikan F'onnal yang menyelenggararakan Pendidikan Umum 
padajenjang Pendidikan Dasar; 

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan darl 
SD, MI atau benruk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar 
yang diakui sama atau setara SD atau Ml; 

11. Rombongan belajar adalah kclompok peserta didik yang terdaftar pada 
satuan kelas dalam satu sekolah; 

12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan 
pengukuran capaian nasional dengan mengacu pada standar kompetensi 
Julusan; 

13. Sertiflkat hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah 
surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian Standar 
Kompetensi Lulusan yang dinyatakan kategori; 

14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adaJah 
suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, 
pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang 
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus 
diperbaharui secara online; 

Pasa12 

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tata cara PPDB pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak, 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada kegiatan 1:'PIJB Dinas 
yang dimulai pada Tahun 2019. 

PasaJ 3 

PPDB bertujuan: 
a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah 

agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; 
b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak m.ampu; 

dan 
c. menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang akademik dan non 

akademik. 

Pasal 4 

(1) PPDB dilakukan berdasarkan: 
a. nondiskriminatif; 
b . objektif; 
c. transparan; 
d. akuntabel; dan 
e. berkeadilan. 

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 
sekolah yang secara khusus melayan.i peserta clidik dari kelompok 
gender atau agama tertentu. 

l0 f'J)7~ 



BAB TT 
TATA CARA PPDB 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

PasalS 

( l) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan 
PPDB pada bulan Mei setiap tahun. 

(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dirnulai dari 
tahap: 
a. pengumurnan pendaftaran penerirnaan calon peserta didi.k baru pada 

sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; 
b . pendaftaran; 
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 
d. pengumuman penet.apan peserta didikbaru; dan 
e. daftar ulang. 

(3) Pengurnuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) buruf a, paling sedikit. memuat 
informasi sebagai berikut: 
a. persyaratan calon peserta didik sesuai denganjenjangnya; 
b . tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau 

jalur pe:rpindahan orangtua/wali; 
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP 

sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan 
e. tanggal penetapan pengumuman basil proses seleksi PPDB. 

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru 
sebagairoana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuan sekolah 
maupun media lainnya. 

(5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam 
PPDB. 

(6) 
Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan 
guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui 
keputusan kepala sekolah. 

Pasal 6 

(1) PPDB clilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan 
(daring). 

(2) Dalam hal tidak cersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan 
melalui mekanisme luar jaringan (luring). 



Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 7 

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: 
a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok 

A;dan 
b . berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok 

B. 

Pasal 8 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: 
a. 7 (tujuh) tahun; atau 
b . paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. 

(3) Pcngecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) hu1uf b yaitu paling rendah 5 (lima} tahun 6 
(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan 
bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau 
hakat istimewa dan kesiapan psi.k:is yang dibuktikan dengan 
rekomendasi tertulis dari psikolog professional. 

(4) Dalam ha! psi.kolog professional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak tersedia, rekomendas1 dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah. 

PasaI 9 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP: 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pad.a tanggal l Juli tahun 

berjalan; dan 
b. memiliki ijazah atau surat tanda ta.mat belajar SD atau bentuk lain yang 

sederajat. 

Pasal 10 

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 
dibuktikan dengan akta kelah.iran atau surat keterangan lahir yang 
dikleuarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/peratin 
setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. 

Pasal 1 1 

(1) Persyru·atan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau 
warga negara asing untuk kelas 7 ( tujuh) SMP yang berasal dari sekolah 
di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur 
jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.. 

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagairoaof! dimaksud pada ayat (1), 
peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi 
pendidikan Bahasa Jndonesia paling singkat 6 bulan yang 
cliselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. 



Pasal 12 

Ketentuan terkajt persyaratan usia dan memiliki sertifikat hasil ujian nasional 
sebagai.mana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 dikecualikan 
bagi peserta didik penyandang diaabilitas di sekolah yang menyelenggarakan 
layanan .iJ1klusif. 

Pasal 13 

(1) Sekolah yang: 
a. menyelcnggarakan pendidi.kan khusus; 
b. menyelenggarakan pendidi.ka:n layanan khusus; clan 
c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, 

dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 ayat (1) huruf a, dan 
pasal 9 huruf a. 

(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu. 

Pasal 14 

(1) Apabila berdasarkan basil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon 
peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib 
melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebul kepada dinas sesuai 
dengan kewenangannya 

(2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menya.lurkan kelebihan 
calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah 
lain dalm zonasi yang sama. 

(3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana 
dirnaln,ud pada ayat (2) tidak tersedia, perserta didik disalurkan ke 
seko\ah lain dalam zonasi terdekat. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. 

(5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah dilarang: 
a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang 

ada telah memenuhi natau melebihi ketentuan rombongan belajar 
dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki 
lahan; dan/atau 

b. menan1bah ruang kelas baru. 

Pasal 15 

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengm.man, dan pemutakhiran data 
peserta didik dan rombongan belajar <la.lam dapodik secara berkala paling 
sedikit 1 (san1) kali dalam 1 (satu) semester. 

Pasal 16 

(1) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada jenjang TK dalarn 
rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) orang. 

OPD KAB,\G 4 



(2) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada jenjang SD atau 
yang sederajat paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang. 

(3) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada jenjang SMP atau 
yang sederajat paling ban yak 32 (tiga puluh dua) orang. 

Pasal 17 

(1) Jumlah rombongan belajar pada jenjang SD atau yang sederajat paling 
sedikit berjumlah 6 (enam) rombongan. 

(2) Jumlah rombongan belajar pada jenjang SMP atau yang sederajat paling 
sedikit berjumlah 3 (tiga) rombongan. 

Bagian Ketiga 
Jalur Pendaftaran PPDB 

Pasal 18 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melaluijalur sebagai berikut: 
a. zonasi; 
b. prestasi; dan 
c. perpindahan tugas orangtua/wali. 

(2) Jalur zoaasi sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) hurruf a paling 
sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah. 

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
banyak 5% (lima persen) dati daya tampung sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orang cua/wali sebagaimana dimaksud dengan 
ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung 
sekolah. 

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur 
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu 
zonas1. 

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi yang telah 
ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB 
melalui jalur prestasi diluar zonasi domisili peserta didik. 

Pasal19 

Dalam hal jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (4) tidak lerpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi 
atau prestasi. 

Pasal20 

(1) Dalam melaksanakan PPDB melaui jalur zo.nasi dengan kuota paling 
sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2), sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintab Daerah 
wajib menerima caloa peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang 
telah dit.etapkan. 

OPD 



(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling 
singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. 

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan dom.isili dari 
rukun tctangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/peratin 
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan 
telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbiLkannya 
surat keterangan domisili. 

Pasal 21 

( 1) Peneta.pan zonasi dilakukan 
kewenangannya, dengan prinsip 
dengan sekolah. 

setiap jenjang sesuai dengan 
mendekatkan domisili peserta didik 

(2) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampu.ng yang 
disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap 
jenjang di daerah tersebut. 

(3) Dinas wajlb memastil<an bahwa semua sekolah yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta 
didik dalam zonasi yang telah ditetapkan. 

(4) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib diumumkan paling lama l (satu) bulan sebelum pengumuman 
secara terbuka pendaftaran PPDB. 

(5) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala 
seko\ah. 

(6) Pen eta pan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 22 

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 18 ayat (3) ditentukan berdasarkan: 
a. nHai uijan sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau 
b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik 

maupun non akademik pada. tingkat internasional, tingkat nasional, 
tingkat provinsi dan/ atau tingkat kabupaten. 

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta 
didik yang berdomisili diluar zonasi sekolah yang bersangkutan. 

Pasal23 

(1) Jalur pcrpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didi.k yang 
berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. 

(2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, 
perusahaaan yang memperkerjakan. 

p.e,AG \ 
~u1<.UM 
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(1) dlbuktikan 
kantor atau 



Bagia.'!. Keempat 
Seleksi PPDB 

Pasa.124 

(1) Seleksi calon peserta didi.k baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunaka.n 
jalur zonasi dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali. 

(2) Seleksi calon peserta didik ba.iu kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan 
kriteria dengan urutan prioritas sebagi berikut: 
a. u sia sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 ayat ( l); dan 
b. jarak tcmpat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang 

ditetapkan. 

(3) Sekolah wajib menerima pesert.a didik yang berusia 7 (tuju.h) tahun 
dengan domisili dala.m zonasi yang telah ditetapkan. 

(4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempal 
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. 

(5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas l (satu) SD tidak 
dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung. 

Pasal 25 

Seleksi calon peserla didik haru kelas 7 (tujuh) SMP rnenggunakan jalur 
zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tu gas orang tua/wali.. 

Pasal 26 

(1) Seleksi calon peserta didi.k baru kelas 7 (tujuh) SMP yang 
1nenggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan 
jarak tempat tinggal terdekat kc Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. 

(2) Jlka jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolal, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan 
adalah peserta didik yang mendaftar lebili awal. 

Pasal 27 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan 
mekanisme daring luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak 
tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. 

(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat 
calon peserta didik yang memiliki jara.k tempat tinggal dengan sekolah 
sa.ma, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang 
memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lehih tingi. 

Bagjan Kelima 
Daftar Vlang dan Pendataan Ulang 

Pasal 28 

(1) Daftar u1ang dilakukan oleh calon peserta didik bani yang telab diterima 
unt.uk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang 
bersangku tan. 

KASAG 
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(2) Pendataan ulang ctilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan 
status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. 

Bagian Keenam 
Biaya 

Pasal 29 

(1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional 
sekolah tidak dipungut biaya. 

(2) Pendataan uJang sebagaimana di.maksud dalam pasa1 28 ayat (2) lidak 
dipungut biaya. 

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: 
a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan 

pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik:dan 
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku yang 

tertentu dikaitkan dengan PPDB. 

BABHI 
PERPINDAHAN 1-'ESERTA DlDlK 

Pasal::10 

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten 
dilak:sanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala 
Sekolah yang dituju. 

(2) Dalam ha1 terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
dapodik. 

Pasal 31 

(1) Peserta didik jalur penclidikan nonfo.rmal/informal dapat diterima di SD 
tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan 
penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan. 

(2) Peserta clidik jal'ur pendidikan non formal/informal dapat diterima di 
SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: 
a . memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;dan 
b. luJus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP 

yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta clidik dari ja1ur pendidikan non 
fonnal/informa1 ke sekolah yang sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), 
dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
dapodik 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 32 

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan pese1tR 
didik antar sekolah setiap tabu.n pelajaran kepada Bupati melalui Dinas . 

.<ABAG \ t!UKUM y 



(2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporcm untuk menerirna laporan 
masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. 

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam 
pelaksanaan PPDB melalui laman http://u.lt.kemdikbud.go.id. 

Pasal 33 

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB. 

BABY 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal34 

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana 
bantuan opcrasional sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib 
melaksanakan PPDB dimulai bulan Mei. 

Pasal 35 

Khusus untuk pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2019 /2020, ketentuan 
menge11ai calon domisili peserta clidik berdasarkan alamat pada kartu 
keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 
20 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum 
pelaksanaan PPDB. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

,- -----1,--- ..Jl {· 
..-;----- +--''' 
1 ~ ~,r~ ... :.,: 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal ;;,1 Aprrl- 2019 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR. .. f.51 ... 
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